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PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Psp

—~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 12030350xxxxxxxx tempat/tanggal lahir Pargarutan Jae/ 10
April 1997, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan
petani, tempat tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Angkola Timur,
Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

M ELAWAN

Tergugat, tempat/tanggal lahir Huta Padang/22 Oktober 1991, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan petani, tempat tinggal di
Xxxxxx,  Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota
Padangsidimpuan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan, dengan Nomor
33/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, Penggugat dengan

Tergugat telah melangsungkan pemikahan, yang dicatat oleh Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Timur,
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/10/VII1/2018,
tertanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Dusun Pargarutan Jae, XXXXxX,
Kecamatan Angkola Timur, dan sejak Desember 2020 antara Penggugat
dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da
dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) setelah pemikahan antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat;

5.3. Tergugat juga sering berkata kasar dan menghina Penggugat;

5.4. Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari dan pulangnya
sering larut malam;

5.5. Tergugat juga sering bermain judi;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselishan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 disebabkan Tergugat masih
tetap sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga masih tetap terjadi
percekcokan akhimya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan
sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi

sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun;
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7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak
keluarga Penggugat, keluarga Tergugat bahkan sudah menempuh jalur
Marhatobangon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai
kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat
dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin
tidak dapat lagi didamaikan;

BPRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan itu

Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
karena Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang meskipun sudah

dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan cerai

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan

alat bukti, berupa :

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/10/V111/2018, tertanggal 20 Agustus
2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Timur, surat tersebut
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan telah

dinazegelen di Kantor Pos, lalu diberi tanda, (bukti P.);

B. Saksi-saksi/saksi keluarga :
1. Saksi |, umur 51 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggall9 Agustus
2018;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Pertama. Tergugat tidak
bertanggung jawab ketika Penggugat keguguran, Kedua. Tergugat
tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Ketiga. Tergugat bersikap
kasar dan suka berjudi dan pulang larut malam.

- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang
permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak
2,5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun,
tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tidak mau damai lagi dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan

Tergugat;
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2. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 2018;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai,
kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Pertama. Tergugat tidak bertanggung jawab ketika
Penggugat keguguran, Kedua. Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat, Ketiga. Tergugat bersikap kasar dan suka berjudi dan
pulang larut malam.;

- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang masalah
rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak
2,5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun,
tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tidak mau damai lagi dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian
sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan
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kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka
Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh
sebab itu ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 138 ayat1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan
sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut
hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara
a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara verstek, hal
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, dan Majelis Hakim
sependapat dengan pendapat ulama Figh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz Il

halaman, 405 yang berbunyi;
Al Ga W allh 928 aa ald Csalicall alSa e aSla ) =3 (e

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia

tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya ”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat
agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, akan tetapi tidak
berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Tahun 1991,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka usaha mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

terhadap Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara
optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak
bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak
Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat
yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi
posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
yang menikah pada tanggall9 Agustus 2018, pada awalnya telah menjalani
kehidupan rumah tangga dengan rukun, akan tetapi sejak setahun setelah
menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan
karena Pertama. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Kedua. Tergugat juga sering ringan
tangan kepada Penggugat, Ketiga. Tergugat juga sering berkata kasar dan
menghina Penggugat, Keempat. Tergugat juga sering keluar rumah pada
malam hari dan pulangnya sering larut malam, Kelima. Tergugat juga sering

bermain judi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan
angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang
saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawabh ini;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan
Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti
P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan
yang diatur di dalam Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ke

persidangan telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah
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disumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, kemudian telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu saksi-saksi tersebut

telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171,
172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai subtansi dari keterangan saksi 1 dan
saksi 2 Penggugat tentang dalil-dalil gugatan cerai angka 5 dan 6 dalil gugatan
Penggugat berdasarkan pengetahuan sendiri dari kedua saksi Penggugat
seperti diuraikan di atas, keduanya melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah rumah sejak 2,5 tahun yang lalu, penyebabnya sebagaimana
diuaraikan diatas dan tidak pernah bersama lagi hingga saat ini, sudah pemah
didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian
keterangan saksi 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta
diketahui secara langsung oleh kedua saksi, keterangan kedua saksi dinilai
Majelis Hakim relevan dan dapat mendukung alasan dari dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah memenuhi ketentuan syarat
materil bukti seperti maksud yang diatur di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

sehingga keterangan saksi pertama dan kedua tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat buki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P. serta
keterangan kedua saksi, Majelis Hakim menemukan dan terbukti fakta yang
telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
secara sah pada tanggal 19 Agustus 2018 dan belum dikaruniai anak ;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berakibat pisah rumah sejak 2,5 tahun yang lalu sampai sekarang,
penyebabnya Pertama. Tergugat tidak bertanggung jawab ketika
Penggugat keguguran, Kedua. Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat, Ketiga. Tergugat bersikap kasar dan suka berjudi dan pulang

larut malam.;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga
akan tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak
sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Angkola Timur tertanggal 20 Agustus 2018 serta belum pemah
bercerai secara resmi, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat
adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara perceraian ini (persona
standi in judicio);

2. Bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, maka
Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang memeriksa, mengadili
perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang
dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa
saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta tidak saling
memperdulikan lagi yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang berakibat pisah rumah, penyebabnya Tergugat tidak memberikan
nafkah yang layak kepada Penggugat, dengan demikian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah pecah (marriage breakdown), sehingga
tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali dalam rumah tangga
(onheel baar tweespalt) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan
yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam, rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah dan dalam peraturan perundang-undangan

yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
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4. Bahwa kedua saksi Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan
perceraian yang pertama, dan yang menggugat cerai adalah Penggugat
maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak
satu bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan

norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Kitab al-Qur’an
Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

b g A0y B &G G Wl RS B K e KGR b
OsORE o 58 oY

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;
Demikian juga di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW berbunyi :
C Ol A aie YAl )
Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”.

Serta berdasarkan ketentuan Kaidah Figh di dalam kitab Al-Asybah wan
Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab I’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 91

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :
el Qls e J 2ulaall]

Artinya : “Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambil

manfaat”;

O il o 3 Yy Jloal juala s el gadl),

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta
benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh

nikahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “antara suami dan isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas
kehendak isteri incassu Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pemah
melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul) meskipun belum dikaruniai
anak serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat
untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba’in shugra telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat
dikabulkan secara verstek, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di
dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februar 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Lanka Asmatr,
SH., M\H sebagai Ketua Majelis, Zainul Fajri, S.H.l, M.A dan Achmad
Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I sebagai Panitera Penggant serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Zainul Fajri, S.H.l, M.A Dr. Lanka Asmar, S.H.l, M.H
Hakim Anggota,

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Danil Isnadi, S.H.I

Perincian biaya :
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1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp370.000,00
4 PNBP Rp.20.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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